BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun data yang dapat disimpulkan dari hasil dan pembahasan dari bab

sebelumnya adalah sebagai berikut :

1.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapatan pajak
hotel dan pajak restoran bagi PAD Surakarta dalam 5 (lima) tahun
terakhir, yaitu tahun 1999 - 2003 mengalami kenaikan, karena
perekonomian daerah kota Surakarta yang menalami peningkatan dari
tahun ketahun, akan tetapi kontribusi pajak hotel dan pajak restoran

terhadap PAD Surakarta cenderung menurun (mengalami penurunan).

Hambatan-hambatan yang timbul dalam peningkatan pajak hotel dan pajak
restoran yaitu kurangnya transparansi dari wajib pajak yang bersangkutan
dalam memberikan data, kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk
membayar 10 % dari sekian rupiah yang disetorkan oleh wajib pajak
tersebut, tingkat pemahaman dari para wajib pajak masih kurang, mereka

tidak menerapkan pajak kepada konsumen yang datang.

Upaya peningkatan yang optimal dalam menjamin likuiditas keuangan
daerah yaitu menginventarisasi data obyek dan subyek pajak,

mengevaluasi dan perhitungan potensi, meningkatkan kemampuan SDM,
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meningkatkan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait, memberikan

motivasi yang baik.

B. Saran

Setelah menyelesaikan beberapa bab mengenai isi dan kesimpulan,penulis

memberikan saran-saran sebagai berikut :

1.

Penambahan jadwal pemeriksaan di setiap hotel dan restoran, sehingga
penyelenggaraan Pajak Hotel dan Restoran akan lebih tertib dan
mengurangi penyalahgunaan penggunaan Nota Penjualan (Bill) dan data-

data yang tidak benar.

Perlu dilakukan pendataan secara benar mengenai sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengarahan-pengarahan yang lebih luas kepada semua wajib pajak hotel
dan restoran, dan kepada semua masyarakat dengan maksud agar
masyarakat memahami Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta kewajiban

yang harus dilakukan baik melalui media massa maupun elektronik.

Perlu adanya suatu pelatihan bagi aparat daerah supaya lebih terampil

dalam mengelola sumber pendapatan daerah.

Perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi lain

agar dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah.
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